BAB V
PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dilakukan mengenai penerapan

akad murabahah pada pembiayaan pendidikan di BMT As Syifa’ Sepanjang

Sidoarjo, dapat diambil kesimpulan bahwa :

I.

Akad murabahah yang diterapkan oleh BMT As Syifa’ Sepanjang
Sidoarjo dapat dikatakan kurang tepat, dikarenakan Akad yang
diterapkan tidak terealisasi sebagaimana yang tertuang dalam Akad
murabahah yaitu dalam Akad di jelaskan bahwa antara nasabah dan
pihak BMT As Syifa’ melakukan perjanjian jual beli akan tetapi dalam
prakteknya tidak ada unsur jual beli melainkan pinjaman dana talangan
pendidikan. Dana tersebut di berikan dengan tujuan untuk membayar
uang gedung kuliah anak nasabah.

Pembiayaan murabahah yang diberikan oleh pihak BMT As Syifa’
dengan memberikan dana talangan atau pinjaman kepada nasabah untuk
kebutuhan pendidikan berupa pembayaran uang gedung kuliah, tidak
sesuai dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN-MUI/IV/2000. Dan menurut
hukum Islam akad yang diterapkan oleh BMT As Syifa’ dalam

pembiayaan pendidikan tersebut menjadi 7asid dan tidak sah.

B. Saran

1.

Dari pihak BMT di harapkan dapat menerapkan sistem pembiayaan
murabahah dengan sebenarnya sesuai ketentuan- ketentuan yang ada

seperti penggunaan akad harus jelas agar tercapai visi misi yang telah di

91



92

cantumkan, serta agar anggota mengetahui prinsip syariah yang
sebenarnya. Dan lebih meningkatkan pembenahan dalam penentuan akad
untuk pembiayaan yang diajukan oleh anggota nasabah.

. Dalam menentukan Akad pembiayaan murabahah sebaiknya sesuai
dengan fatwa DSN MUI No. 04/DSN MUI/IV/2000 serta tetap
mempertahankan praktek syariah yang telah dijalankan dengan mengacu
pada fatwa-fatwa yang telah ditetapkan oleh MUI dan landasan syariah
yang sudah ada.

. Dalam pembiayaan pendidikan tersebut, BMT dapat memberikan akad
Qardh bi Rahn. Pembiayaan Qardh bi Rahn ini yaitu pemberian pinjaman
dari BMT kepada nasabah yang disertai dengan penyerahan barang
sebagai jaminan atas hutang. BMT dapat meminta biaya jasa (ujrah) atas
barang jaminan nasabah untuk pemeliharaan atau untuk biaya
operasional lainnya. Dan besaran ujrah tersebut harus disepakati diawal

dan dinyatakan dalam bentuk nominal.



